
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINITATI REPUBLIK SINGAPURA TENTANG

EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE, GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVE,RNMENT OF THE RBPUBLIC

oF sflvcA poRE FoR THE EXTRADTTTON OF FUGITTVES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi segcnap bangsa Indonesia dan
selunrh.tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
kcadilern sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat internasional melakukan
hubungan dan kcrja sama internasional yang
diwujudkan dalam perjanjian internasional;
bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang
pcncgakan hukum, Pcmcrintah Republik Indonesia dan
Pcmcrintah Rcpublik Singapura telah menandatangani
Pcrjernjian antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Singapura tentang
Ekstradisi Buronan (Treaty between the Gouernment of
the Republic of Indonesia and the Gouernment of the
Republic of Singapore for the Extradition of Fttgitiues) pada
tanggal 25 .Januari 2022 di Bintan, Incionesia, sehingga
pcrlu ditindaklanjuti dcngan melakukan pengesahan atas
Pcrjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

b

c. bahwa. . .
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treatg between
tle Gouernment of tle Republic of Indonesia and tle
Gouernment of tlrc Republic of Singapore for the Ertradition
of Fugitiues);

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aODl;

Mengingat : I

2

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN. . .
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MEMUTUSKAN

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI
BURONAN (TREATY BETWEEN THD CAWRNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CAWRNMENT OF THE
REPUBLIC OF SflVGAPORE FOR THE EXTRADITION OF
FUGITIVES).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang
Ekstradisi Buronan (Treatg between th.e Gouentment of tlrc
Republic of Indonesia and tle Gouemment of tlrc Republic of
Singapore for the Extradition of Fltgitiues) yang telah
ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan,
Indonesia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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orang mengetahuinya, memerintahkan
Undang-Undang ini dengan

dalam Lembaran Negara Republik

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLTK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

Hukum,_

ttd.
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ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG

EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWDEN THE GOVDRNMDNT
OF THE RDPUBLIC OF INDONE,SIA AND THD GOVDRNMENT OF THE REPUBLIC

OF SI]VGA PORE FOR THE DXTRADITION OF FUGITIVE1

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
scbagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia
sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan
kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian
internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih,
telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara
yang lain seakan-akan tanpa batas (borderless), sehingga memudahkan
lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain.
Hal tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi tersangka
atau pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari proses penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau pelaksanaan
pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan.
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Menyadari hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura
tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Gouentment of the
Republic of Indonesia and the Gouernment of the Republic of Singapore for
the Extradition of Fugitiues) pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan,
Indonesia. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, hubungan
dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum
dan pemberantasan tindak pidana atas dasar prinsip saling
menguntungkan (mutual benefit) diharapkan semakin meningkat.

Dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Singapura tersebut, diatur antara lain kesepakatan
Para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat
diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap
ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan
penyerahan.

Dcngan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between tlle
Gouernment of the Republic of Indonesia and the Gouernment of the
Republic of Singapore for the Extradition of Fugitiues) akan mendukung
penegakan hukum di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6846
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